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I. UMUM 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan 

oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena 

dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar 

untuk melaksanakan ibadah haji  terus mengalami peningkatan, 

sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi 

peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi 

lain, peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan 

terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar. 

Akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi 

untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk 

mendukung Penyenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan 

nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui 

pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan 

akuntabel. 

 

 

Untuk . . . 
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Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan 

Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran 

BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak 

mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk 

investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan 

kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, 

juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini 

juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip 

syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. 

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini 

membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri 

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH 

berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat 

memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di 

kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan 

pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi 

penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban 

Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan 

menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, 

kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, 

BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH 

berkewajiban mengelola Keuangan Haji secara transparan dan 

akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan 

kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media 

mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil 

pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, memberikan 

informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau 

BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji, melakukan 

pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, 

melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala 

setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR, membayar nilai 

manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke 

rekening virtual setiap Jemaah Haji, dan mengembalikan selisih saldo 

setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau 

BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji. 

II. PASAL . . . 
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II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua 

dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip 

Islam yang kafah atau menyeluruh. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian” adalah 

pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, 

aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek 

risiko keuangan.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan 

Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau 

maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah pengelolaan 

Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang 

mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan 

kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada 

pembagian deviden bagi pengelolanya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan 

Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur 

melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya 

kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil 

pengelolaan Keuangan Haji.  

Huruf f . . . 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan 

Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya 

kepada Jemaah Haji.  

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas.  

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil 

yang sah” adalah dapat menggunakan istilah Qualitate Qua 

atau “qq” sehingga rekening atas nama BPKH dalam 

kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji 

dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. 

BPKH qq Jemaah Haji”. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

Ayat (1) 

Dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat 

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain 

kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, 

kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta 

pembangunan sarana dan prasarana ibadah. 

 

Huruf h . . 
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Huruf h 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Cukup jelas.  

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

Pasal 16 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rekening virtual”  adalah rekening 

bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening 

virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh 

bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh 

BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan 

penerimaan nilai manfaat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 . . . 
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Pasal 17 

 Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “korporatif” adalah prinsip 

pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola 

pengusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau 

korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas 

terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

Pasal 24 . . . 
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Pasal 24 

 Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

Pasal 27 

 Cukup jelas. 

Pasal 28 

 Cukup jelas. 

PaSal 29 

 Cukup jelas. 

Pasal 30 

 Cukup jelas. 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 35 . . . 
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Pasal 35 

 Cukup jelas. 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 

Pasal 37 

 Cukup jelas. 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

 Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran 

tahunan” adalah dokumen perencanaan kerja dan 

penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target 

kinerja, dan anggaran pengelola Keuangan Haji 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

 Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah pengelolaan 

Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan 

aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko 

kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin 

pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam 

melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko 

antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan 

operasional. 

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana 

Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan 

prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta 

bersifat likuid. 

Yang . . . 
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Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan 

kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka 

Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang 

akan datang. 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kata “mengelola” adalah penempatan 

keuangan haji pada produk perbankan syariah dengan 

mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan 

likuiditas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Cukup jelas 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 54 . . . 
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Pasal 54 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

Pasal 56 

 Cukup jelas. 

Pasal 57 

 Cukup jelas. 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 

Pasal 59 

 Cukup jelas. 

Pasal 60 

 Cukup jelas. 
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